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Maha Kuasa. Atas berkah dan karunianya kita dapat saling bertemu 

dalam acara yang indah ini. 
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Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (SNISIP) dengan 
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Dalam kegiatan SNISIP 2015 ini dihadiri dari para akademisi, para pengamat sosial 
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Atas terselenggarannya kegiatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada 

seluruh panitia dan seluruh mahasiswa yang terlibat di kapanitiaan. 

Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. 

 

Selamat menikmati suasana seminar, dan menikmati kunjungan Surakarta yang tidak 

terlupakan. Kami berharap akan ketemu lagi di acara SNISIP FISP UNS tahun yang akan 

datang. 

 

Surakarta, 22 April 2015 

Dr. Ahmad Zuber, S.Sos., D.E.A. 

Ketua Panitia Pelaksana 
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Sambutan Dekan FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Selamat pagi 

Assalamualaikum Warrohamtullahi Wabarokatuh 

Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, 

M.S., Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta; 

seluruh Dekan di lingkungan Universitas Sebelas maret 

Surakarta; seluruh pembicara: Ibu Prof. Dr. Keppi Sukesi 

(Universitas Brawijaya, Malang), Bapak Drs. Fathan 

Subchi (Anggota DPR RI), dan Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi 

Astuti Nurhaeni dari Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta. 

Yang saya hormati seluruh peserta seminar nasional 

pada pagi hari ini. 

Selamat datang di Kota Surakarta, kota yang penuh dengan dinamika untuk menuju kota 

modern di tanah Jawa, dan sebagai kota dimana Universitas Sebelas Maret ini berada. 

Selaku Dekan FISIP Universitas Sebelas Maret Kami sangat mendukung secara penuh 

kegiatan seminar nasional pada pagi hari ini dengan tema “Gender Politik dan Pembangunan 

di Indonesia: Perspektif Multidisiplin” 

Kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat lebih ditingkatkan kualitas dan 

kuantitasnya untuk menjadikan Universitas Sebelas Maret menuju World Class University. 

Kami berkomitmen untuk meningkatkan sarana dan prasana pendukung supaya kita 

dapat berperan secara baik di hadapan universitas-universitas yang berlabel world class 

university, antara lain kami dorong seluruh sivitas akademika di lingkungan FISIP UNS 

untuk melakukan kegiatan penulisan yang terindek SCOPUS, dan juga mendorong kegiatan 

ini dapat dipublikasikan dalam bentuk proceeding. 

Kami mengucapakan terima kasih kepada seluruh panitia yang dikoordinir oleh Dr. 

Ahmad Zuber, terima kasih atas semua perhatian dan kerja kerasnya sehingga seminar 

nasional pada pagi hari ini dapat terselenggara dengan baik. 

Saya berharap melalui seminar nasional ini tercipta ikatan yang kuat di antara para 

profesional akademikus, para analis ilmu sosial dan ilmu politik, para pembuat kebijakan 

publik, dan juga para wartawan bidang ilmu sosial dan ilmu politik.  

Selamat berseminar dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Semoga Tuhan YMK 

memberkahi kita. Amin 

Terima kasih. 

 

Wassalamualaikum Warrohamtullahi Wabarokatuh  

Surakarta, 22 April 2015 

Prof. Drs.H. Pawito, Ph.D 

Dekan FISIP, Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta, Indonesia 
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Sambutan Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Selamat pagi 

Assalamualaikum Warrohamtullahi Wabarokatuh 

Yang saya hormati seluruh Dekan di lingkungan 

Universitas Sebelas maret Surakarta, secara khusus Bapak Prof. 

H. Pawito, Ph.D., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Sebelas Maret, 

Yang saya hormati seluruh pembicara: Ibu Prof. Dr. Keppi 

Sukesi (Universitas Brawijaya, Malang), Bapak Drs. Fathan 

Subchi (Anggota DPR RI), Bapak Prof. H. Pawito, Ph.D.  dan 

Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni dari Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta. 

Yang saya hormati seluruh peserta seminar nasional pada pagi hari ini. 

Selamat datang di Kota Surakarta, kota yang penuh nuansa budaya Jawa, dan tempat 

dimana Universitas Sebelas Maret ini berdiri tegak. 

Sebagai Pimpinan Universitas Sebelas Maret kami berkomitmen Universitas Sebelas 

Maret untuk menuju World Class University. Sebagai universitas yang bertaraf kelas dunia 

kami mendorong kegiatan-kegiatan ilmiah sivitas akademika baik yang berskala nasional 

maupun interansional. Untuk itu kegiatan seminar nasional ilmu sosial dan ilmu politik 

dengan tema “Gender Politik dan Pembangunan di Indonesia: Perspektif Multidisiplin” ini 

sangat penting.  

Kami berharap dari kegiatan seminar nasional dengan tema “Gender Politik dan 

Pembangunan di Indonesia: Perspektif Multidisiplin” ini dapat membuka wacana kepada kita 

tentang persoalan gender, politik, dan pembanguan di Indonesia. Kemudian setelah itu kita 

dapat memberikan resolusi yang tebaik  berkaitan dengan persoalan gender, politik dan 

pembangunan yang kita hadapi bersama di negeri Indonesia yang tercinta ini. 

Bapak/ Ibu yang saya hormati, 

Selamat mengikuti dan menikmati seminar nasional pada pagi hari ini. 

Atas nama Universitas Sebelas Maret dan Panitia, secara resmi saya nyatakan dibuka 

seminar nasional ilmu sosial dan ilmu politik dengan tema “Gender Politik dan 

Pembangunan di Indonesia: Perspektif Multidisiplin. 

 

Terima kasih. 

 

Wassalamualaikum Warrohamtullahi Wabarokatuh  

Surakarta, 22 April 2015 

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. 

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta, Indonesia 
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KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM MANAJEMEN APARATUR 

SIPIL NEGARA  

(Suatu Kajian terhadap UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) 

 

Didik G. Suharto 

Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta 

 

Abstrak 

Institusi pemerintahan atau birokrasi merupakan lembaga strategis dalam melayani dan 

membangun masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat memiliki tingkat 

ketergantungan yang tinggi kepada institusi birokrasi. Dalam konteks tersebut, eksistensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai motor birokrasi tidak terbantahkan lagi urgensinya. 

ASN berperan penting untuk mewujudkan kinerja unggul birokrasi, termasuk dalam 

mendorong pembangunan dan pelayanan publik responsif gender. Pembangunan dan 

pelayanan publik yang responsif gender tersebut memerlukan aparatur sipil negara yang 

berperspektif gender pula. Artikel ini pada prinsipnya menganalisis regulasi manajemen 

aparatur sipil negara dengan mengidentifikasi terhadap UU Nomor 5 tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diamati dari sudut pandang kesetaraan dan keadilan 

gender. Secara substansial dapat diidentifikasi beberapa temuan sebagai berikut: terdapat 

prinsip sistem merit yang melandasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penegasan 

sistem merit dalam asas kebijakan dan manajemen ASN, perhatian terhadap keterbukaan dan 

obyektivitas, adanya hak pegawai ASN yang nondiskriminatif, dan tidak ada perlakuan 

berbeda dalam penegakan sanksi (punishment). Pada prinsipnya, tidak ada hambatan yuridis 

bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam birokrasi. UU Nomor 5 tahun 2014 

cenderung netral gender. Tidak ada diskriminasi terhadap laki-laki atau perempuan dalam 

UU Nomor 5 tahun 2014. Demikian pula tidak ada perlakuan khusus (termasuk melalui 

affirmative action) terhadap salah satu jenis kelamin. Meskipun dari sisi regulasi kaum 

perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk terlibat dan menduduki 

posisi/jabatan dalam birokrasi, namun realitasnya perempuan seringkali termarginalkan 

terutama ketika bersaing memperebutkan jabatan struktural (eselon) tingkat atas. Selain 

dimensi regulasi (kebijakan), persoalan keterlibatan perempuan dalam birokrasi juga 

potensial dipengaruhi oleh faktor sosiokultural, psikologis, dan struktural. 

Kata kunci: gender, kesetaraan dan keadilan, aparatur sipil negara 

 

Pendahuluan 

Persoalan gender sampai dengan sekarang masih menjadi tema menarik untuk 

dikaji. Meskipun secara umum derajat pembangunan gender mengalami peningkatan, tetapi 

realitas kesetaraan dan keadilan gender di beberapa sektor masih memperlihatkan 

kesenjangan, khususnya terkait partisipasi perempuan dalam pemerintahan/pembangunan.  

The 4th World Conference on Women di Beijing tahun 1995 mengidentifikasi 

beberapa isu kritis gender yang merupakan bentuk keprihatinan dan perlu segera mendapat 

penanganan, yakni antara lain terbatasnya keikutsertaan perempuan dalam pengambilan 

keputusan dan terbatasnya lembaga-lembaga serta mekanisme yang dapat memperjuangkan 

kaum perempuan baik dalam sektor pemerintah maupun non pemerintah (Nurhaeni, 

2009:59). 

Untuk menilai kesetaraan dan keadilan gender dapat diamati dari indikator Gender-

related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measures (GEM). GDI 
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Indonesia meningkat dari 67,2 pada tahun 2010 menjadi 69,6 di tahun 2013, dan GEM 

meningkat dari 68.2 pada tahun 2010 menjadi 70.5 tahun 2013 (Menneg PP, 2015). 

GDI mengungkapkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga  

dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup (diukur dari harapan hidup saat 

lahir), pengetahuan, tingkat pendidikan (diukur dari kombinasi antara angka melek huruf 

pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah), dan suatu standar hidup yang layak 

(diukur dari pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan / purchasing power parity). GEM 

mengukur ketimpangan gender dalam hal apakah perempuan dapat mengambil peran aktif 

dalam kehidupan ekonomi dan politik. GEM memfokuskan pada partisipasi, mengukur 

ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik, serta 

pengambilan keputusan (Nurhaeni, 2009:35).  

Di sektor pemerintahan (birokrasi), isu-isu terkait gender tidak luput dari perhatian 

publik. Bagaimanapun juga, birokrasi atau institusi pemerintahan adalah aktor penting dalam 

kehidupan masyarakatnya. Apalagi di negara berkembang, termasuk Indonesia, birokrasi 

menjadi stakeholder utama dalam pembangunan bangsa. Segenap kepentingan dan 

kebutuhan warga  seringkali sangat tergantung kepada keberadaan birokrasi. 

Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer seperti dikutip Nugroho (2008:110) 

mengatakan bahwa birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan 

untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk 

dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala besar. 

Di dalam masyarakat modern hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawab banyak 

urusan yang terus menerus dan ajeg.  

Menghubungkan gender dengan birokrasi, Puskapol UI (2012) memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

―Sebuah birokrasi yang representatif lebih mungkin untuk mewadahi berbagai macam 

permasalahan sosial. Keterwakilan gender, khususnya perempuan, diperlukan untuk 

mengawasi regulasi nasional yang terkait dengan isu-isu perempuan dan ketaatan 

penyelenggara pemerintahan dalam implementasinya. Perempuan perlu hadir di jantung 

pemerintahan sehingga hal ini dapat menghapus diskriminasi dan mempromosikan 

kedudukan perempuan dan mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan serta 

meningkatkan keterlibatan perempuan.‖ 

Pendapat Noor (2014), Sukesi (dalam Tarjana dkk., 2011), dan Suparno (2005) 

pada intinya senada.  Pembangunan tanpa didukung oleh segenap unsur dan lapisan 

masyarakat akan mengakibatkan tersendatnya atau bahkan gagalnya upaya untuk mencapai 

masyarakat yang adil, sejahtera dan demokratis seperti yang dicita-citakan bersama (Noor, 

2014). Dampak dari rendahnya representasi perempuan dalam struktur politik formal dan 

arena pengambil keputusan adalah langkanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam segala 

level yang berpihak pada perempuan sehingga kepentingan-kepentingan perempuan tidak 

dapat diartikulasikan (Suparno, 2005:4).  

Sukesi (dalam Tarjana dkk., 2011:281) yang mengkaji masalah perempuan dan 

kemiskinan menarik kesimpulan bahwa sebagai akibat perempuan jarang dilibatkan dalam 

musyawarah di tingkat desa atau kelurahan maka perempuan miskin tidak dapat memperoleh 

informasi, merasa tidak pantas hadir dalam pertemuan di tingkat desa/kelurahan, dan tidak 

dapat menyuarakan kebutuhan mereka. 

Nilai strategis kesetaraan dan keadilan gender seperti disampaikan sejumlah pihak 

tersebut didukung ―arus global‖ sebagaimana pernyataan berikut: 

―The Millennium Declaration resolves to promote gender equality and the empowerment of 

women as basic human rights. Giving women their fair share is an important prerequisite to 
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achieving the other MDGs. Women play a critical role in national economic growth and 

development. Their contributions have a lasting impact on households and communities as 

they most directly influence family nutrition, health and the education of children, and 

therefore affect not only the present but also the future. Giving women equal rights and 

opportunities is a way to enhance their contributions and bring us close to the goal of 

eliminating poverty, hunger and disease, and to stimulate development that is truly 

sustainable‖ (United Nations, 2007:12).  

Bagaimana dengan keterwakilan (fisik) perempuan dalam birokrasi? Dari sisi 

kuantitas keseluruhan, jumlah dan persentase aparat birokrasi (Pegawai Negeri Sipil/PNS) 

perempuan sebenarnya cukup signifikan. Perbandingan jumlah PNS menurut jenis kelamin 

pada tahun 2013 tidak menunjukkan kesenjangan yang berarti. Mengacu data dari Badan 

Kepegawaian Negara (BKN), dari 4.362.805 PNS, sebanyak 2.102.197 atau 48,18% 

diantaranya berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebesar 2.260.608 (51,82%) laki-laki. 

Kesenjangan tampak jelas saat mencermati komposisi pejabat struktural di institusi 

birokrasi. Hasil penelitian Puskapol UI (2012) menunjukkan proporsi laki-laki dan 

perempuan di jabatan struktural di 34 kementerian cenderung timpang. Hanya 22,38% 

jabatan struktural yang diisi oleh perempuan. Proporsinya menjadi lebih timpang jika dilihat 

berdasarkan jenjang jabatan struktural yang diduduki. Proporsi terbesar perempuan pejabat 

struktural berada pada jenjang bawah, yaitu di eselon III dan IV. Sedangkan pada jenjang 

atas rata-rata hanya ada 1 perempuan dari 10 pejabat eselon I. Padahal, pejabat struktural 

pada jenjang tertinggi ini banyak terlibat dalam pembuatan kebijakan strategis di 

pemerintahan. 

Kecenderungan yang sama juga terjadi di daerah. Kajian mengenai pemetaan isu 

gender di bidang politik di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil ―setali tiga uang‖. 

Perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan secara keseluruhan jumlahnya lebih sedikit dari laki-laki. Dari segi 

golongan, semakin tinggi golongan maka persentase perempuan semakin mengecil bahkan di 

beberapa unit kerja tidak ada perempuan yang mencapai golongan IV. Perempuan mayoritas 

hanya mencapai golongan III (Lidya, 2011:149).  

Realitas di atas mengesankan adanya fenomena ―bias vertikal‖ dalam komposisi 

jabatan struktural, dimana semakin tinggi tingkat eselon semakin mengecil jumlah persentase 

perempuan. Bukan hanya ―bias vertikal‖,  karakteristik penyebaran aparat birokrasi di setiap 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga ―bias horisontal‖. Bias horisontal partisipasi 

perempuan dan laki-laki terlihat dari mengelompoknya (dominansi) perempuan/laki-laki di 

SKPD-SKPD tertentu (misal bidang kesehatan untuk perempuan dan bidang pekerjaan 

umum untuk laki-laki) atau di jabatan-jabatan fungsional. 

Pola manajemen birokrasi yang berlaku mempengaruhi postur dan karakter 

birokrasi. Salah satu hal yang mendasari aspek manajerial itu ialah persoalan regulasi 

(peraturan perundang-undangan). Dalam perspektif tersebut, eksistensi UU Nomor 5 tahun 

2014 mempunyai potensi pengaruh besar terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam 

manajemen aparat birokrasi. 

 

Tinjauan Pustaka 

Merumuskan pengertian ―kesetaraan dan keadilan gender‖ bisa jadi tidak sesulit 

mengimplementasikannya di lapangan. Tampaknya cukup mudah untuk menemukan definisi 

yang relatif homogen tentang ―gender‖. Nugroho (2008:19) mengartikan gender sebagai 

sebuah konstruksi sosial tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh 

sistem dimana keduanya berada. Pengertian tersebut tidak beda jauh dengan pendapat 
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Nurhaeni (2009:19) yang mendefinisikan gender sebagai perbedaan peran, kedudukan dan 

sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi secara 

sosial maupun kultural. Lebih lanjut dijelaskan Nurhaeni, berbeda dengan seks sebagai 

sesuatu yang ―given‖, maka gender lebih berhubungan dengan perbedaan antara perempuan 

dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya maupun psikologis (2009:25).  

Seks lebih berkonsentrasi pada biologi seseorang yang meliputi perbedaan 

komposisi kimia hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis 

lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, 

psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya (Fauzi dalam Tarjana dkk., 2011:71). 

Batasan konsep kesetaraan dan keadilan gender menurut Fauzi yakni jika perbedaan kedua 

jenis kelamin tersebut berada pada hubungan yang linier dan seimbang. Sebaliknya bila lebih 

memihak kepada salah satu jenis kelamin (dalam hal ini lebih sering membela laki-laki 

daripada perempuan) maka disebut bias gender. 

Hal itu lebih dipertegas oleh Nurhaeni (2009:26) bahwa ketika masyarakat 

memperlakukan perempuan dan laki-laki secara diskriminatif negatif bukan karena 

kompetensinya, tetapi semata-mata karena jenis kelaminnya, maka bisa dikatakan telah 

terjadi ketidak-keadilan gender. Pembedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki 

tidaklah menjadi masalah selama hal tersebut dilakukan karena merespon perbedaan aspirasi, 

kebutuhan dan kepentingan antar laki-laki dan perempuan. 

Persoalan kesetaraan gender pada dasarnya adalah persoalan distribusi kekuasaan, 

yaitu apakah ada sharing of power yang adil antara laki-laki dan perempuan ataukah yang 

terjadi adalah situasi sebaliknya, yaitu adanya hegemoni kekuasaan dari satu pihak terhadap 

pihak lainnya (Darwin, 2005:55).  

Ringkasnya, UNESCO (sebagaimana dikutip Nurhaeni, 2008:25) mendefinisikan 

kesetaraan dan keadilan gender sebagai berikut: 

Kesetaraan gender (gender equality) merupakan konsep yang menyatakan bahwa semua 

manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal 

mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran gender yang kaku 

dan prasangka-prasangka. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu 

sama, tetapi hak, tanggungjawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka 

dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Sedangkan keadilan gender adalah keadilan 

dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup 

perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam 

hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatannya.  

Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, sub-ordinasi, 

kekerasan, stereotipe dan beban kerja telah terjadi di berbagai tingkatan di masyarakat 

(Nugroho, 2008:26).  

Darwin (2005:59) memaparkan terdapat tiga model strategi untuk mengatasi 

ketimpangan gender, yaitu strategi perempuan dalam pembangunan (Women in Development 

/ WID), strategi gender dan pembangunan (Gender and Development / GAD), dan strategi 

pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming / GM).  

 

Pembahasan 

Pemerintah (negara) diakui atau tidak ikut berkontribusi atas implementasi 

kesetaraan dan keadilan gender di negara tersebut. Seperti disampaikan Darwin (2005:90), 

secara umum ada bukti empiris bahwa negara telah mengambil peran penting untuk 

memajukan perempuan. Disebutkan terdapat landasan hukum yang menjamin kesetaraan dan 

keadilan gender, yaitu UUD 1945 bab XA tentang hak asasi manusia pasal 28 C ayat (1), UU 
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Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Wanita, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga.  

Adanya amanat untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam 

kebijakan-kebijakan yang dibuat pada gilirannya memberikan dampak terhadap produk-

produk regulasi yang tidak bias gender. Selama ini, bisa dikatakan tidak ada hambatan 

yuridis formal bagi keterlibatan perempuan di ranah publik. Undang-undang Dasar 1945 

beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak mendiskriminasi salah satu jenis 

kelamin untuk berpartisipasi di wilayah publik. 

Nugroho (2008:213) yang meneliti tentang kualitas kesetaraan gender di dalam 

administrasi publik Indonesia menyimpulkan bahwa dalam variabel kebijakan peraturan 

perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah berada dalam tataran netral gender.  

Dalam kajian ini, kesetaraan dan keadilan gender cukup relevan mengikuti batasan 

dari Nugroho (2008:60). Dinyatakan bahwa, kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan 

tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga antara perempuan dan 

laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta 

memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti 

memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki 

wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya 

tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan 

atas penggunaan dan hasil sumber daya.  

Untuk memudahkan analisis isi (content analysis) terhadap UU Nomor 5 tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, 

maka identifikasi dilakukan terhadap pasal-pasal (ketentuan) yang bersentuhan dengan 

persoalan gender. Berdasar penelusuran, dapat diidentifikasi beberapa ketentuan yang 

memiliki perspektif gender. 

Pertama, adanya prinsip sistem merit (merit system)yang melandasi manajemen 

Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, yang 

dimaksud sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar 

belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, 

atau kondisi kecacatan.  Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

dan Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dalam Pasal 55 ayat 

(1) disebutkan bahwa manajemen PNS tersebut meliputi: penyusunan dan penetapan 

kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,  pengembangan karier, pola karier, promosi, 

mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, 

jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK 

meliputi: penetapan kebutuhan,  pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, 

pengembangan, kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan 

perjanjian kerja, dan perlindungan (Pasal 93). Dengan demikian, pengelolaan ASN sejak dari 

awal hingga akhir atau semua aspek manajemen kepegawaian dilakukan berdasar prinsip-

prinsip profesional, dan tidak diperkenankan terjadi diskriminasi terhadap salah satu jenis 

kelamin. 

Kedua, penegasan sistem merit dalam asas kebijakan dan manajemen ASN. 

Disebutkan pada Pasal 2, kebijakan dan manajemen ASN diselenggarakan berdasar pada 

asas: kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, 

akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, 
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keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Mencermati asas-asas tersebut mengandung arti 

bahwa kebijakan dan manajemen ASN tidak membeda-bedakan (diskriminatif) terhadap 

salah satu jenis kelamin. Secara eksplisit juga dinyatakan adanya asas nondiskriminatif dan 

asas keadilan dan kesetaraan.―Asas nondiskriminatif‖ berarti dalam penyelenggaraan 

manajemen ASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan 

golongan. Sedangkan ―asas keadilan dan kesetaraan‖ maksudnya pengaturan 

penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh 

kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN. 

Ketiga, perhatian terhadap keterbukaan dan obyektivitas. Keterbukaan dan 

obyektivitas dalam manajemen ASN secara langsung atau tidak langsung akan mendorong 

kompetisi yang fair. Pada hakekatnya, manajemen PNS dan manajemen PPPK -yang 

keduanya merupakan bagian dari aparatur sipil negara- pengaturannya relatif sama. Misalnya 

dalam rekrutmen aparatur sipil negara, prinsip yang berlaku pada manajemen PNS dan PPPK 

tidak berbeda. Ketentuan yang berlaku ialah bahwa setiap warga negara Indonesia 

mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau PPPK setelah 

memenuhi persyaratan. Rekrutmen calon ASN melalui penilaian secara objektif berdasarkan 

kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.  

Prinsip obyektivitas terlihat pula dalam hal pengembangan karier PNS. 

Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, 

dan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas 

(Pasal 69 ayat (1) dan (2)). Sama halnya dengan pengaturan mengenai promosi PNS. 

Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, 

dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, 

kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi 

pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Kebijakan 

nondiskriminatif itu lebih dipertegas dalam Pasal 72  ayat (2), bahwa setiap PNS yang 

memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang 

lebih tinggi.  

Sejalan dengan obyektivitas dalam manajemen ASN, maka penilaian kinerja PNS 

dan PPPK diarahkan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem 

prestasi dan sistem karier dan menjamin objektivitas prestasi kerja PPPK yang sudah 

disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan 

pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja PNS dan PPPK dilakukan secara objektif, 

terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Kompetisi ―bebas‖ yang mengedepankan 

prestasi dan tidak membeda-bedakan soal jenis kelamin di satu sisi menjadi angin segar bagi 

perempuan karena ada kesempatan tapi di sisi lain kompetisi semacam itu akan sangat 

―kejam‖ menggusur perempuan jika tidak mampu bersaing dengan laki-laki. 

Keempat, adanya pemberian hak pegawai ASN yang nondiskriminatif. Berkaitan 

dengan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap pegawai mempunyai hak-hak yang 

melekat padanya. Hak aparatur sipil negara tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan 

perempuan. Disebutkan di Pasal 70, setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan 

untuk mengembangkan kompetensi, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, 

kursus, dan penataran. Perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan juga 

menyangkut gaji ASN. Untuk PNS, gaji PNS diberikan sesuai dengan beban kerja, 

tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. Untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja), pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK berdasarkan 

beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Selain itu, PNS dan PPPK yang 

telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi 
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kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Intinya, aspek/dimensi 

jenis kelamin tidak menjadi variabel yang mempengaruhi hak pegawai ASN. Pengecualian-

pengecualian khusus terhadap hak salah satu jenis kelamin biasanya berkaitan dengan 

persoalan kodrati, contoh cuti melahirkan. 

Kelima, tidak ada perlakuan berbeda dalam penegakan sanksi (punishment). 

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melihat aspek/dimensi jenis kelamin 

sebagai ―alasan‖ untuk menghindar dari kewajiban atau sanksi. Pasal 86 dan Pasal 104 

memberikan arah yang tegas bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam 

kelancaran pelaksanaan tugas, PNS dan PPPK wajib mematuhi disiplin PNS. Pegawai yang 

melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Artinya, semua pegawai –laki-

laki dan perempuan- terikat pada ketentuan yang sama. Tidak ada keistimewaan (privilege) 

bagi jenis kelamin tertentu untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda. 

Mengamati dari substansi-substansi di atas dapat ditarik benang merah bahwa pada 

prinsipnya, tidak ada hambatan yuridis formal bagi keterlibatan perempuan di birokrasi. 

Klausul pasal-pasal dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

tidak memperlihatkan adanya diskriminasi atau bias gender. Undang-undang tersebut bisa 

dikategorikan cenderung netral gender. Tidak ada keberpihakan atau kecondongan terhadap 

salah satu jenis kelamin. Mengacu pandangan UNESCO, UU Nomor 5 tahun 2014 dapat 

dikatakan memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk bebas 

mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi 

oleh stereotype, peran gender yang kaku dan prasangka-prasangka. Undang-undang ini juga 

memberikan keadilan gender, dalam arti memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai 

kebutuhan mereka. Namun demikian, keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang setara 

(baca: sama) antara laki-laki dan perempuan dalam manajemen aparatur sipil negara.  

 

Kesimpulan 

Kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cenderung netral gender 

tidak secara linier akan meningkatkan peran/eksistensi perempuan dalam birokrasi. 

Ketentuan hitam di atas putih dalam regulasi hanya satu bagian variabel di tengah beragam 

variabel pengaruh lain. Dengan perspektif yang hampir sama, pelajaran bisa dipetik dari 

implementasi gender dalam politik. Peraturan atau kebijakan di bidang politik juga 

nondiskriminasi. Regulasi tidak bias gender dan telah mengakomodir potensi laki-laki 

maupun perempuan. Bahkan, dalam sistem politik kebijakan yang berlaku sudah responsif 

gender, yakni melalui kebijakan affirmative action yang ditujukan untuk mendorong jumlah 

anggota legislatif perempuan yang lebih representatif.  Kebijakan affirmative action yang 

dimaksud berkaitan dengan ketentuan pengajuan calon anggota (Caleg) yang harus memuat 

paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, dan ketentuan mengenai zipper system (dalam 

daftar caleg yang diajukan, setiap tiga calon harus memuat satu calon perempuan). Namun 

pada realitasnya, kebijakan tersebut belum signifikan mendongkrak partisipasi perempuan 

dalam legislatif. Sebagai gambaran, pada Pemilu 2009 terdapat 103 legislator perempuan 

dari 560 kursi DPR. Sementara pada Pemilu 2014 legislator perempuan turun menjadi 97. 

Padahal, jumlah Caleg perempuan naik dari 33,6% pada Pemilu 2009 menjadi 37% di 

Pemilu 2014. 

Sejumlah penelitian maupun kajian telah mengidentifikasi persoalan partisipasi 

perempuan dalam politik. Sebagai misal UNDP (2010:21) yang memetakan isu/hambatan 

partisipasi perempuan dalam bidang politik sebagai berikut: 

a. Hambatan langsung (kurangnya kepercayaan perempuan terhadap sistem politik, 

kurangnya keterampilan dan pendidikan politik, kurangnya pengetahuan akan sistem, 
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kurangnya minat perempuan terhadap politik kurangnya sumber daya finansial, kurang 

percaya diri, kurang mobilitas, tanggung jawab keluarga, kurangnya perempuan yang 

aktif sebagai kader partai politik, kurangnya dukungan dari partai politik, dan persepsi 

yang menganggap politik itu kotor). 

b. Hambatan yang bersifat mendasar (budaya maskulin dan dominasi laki-laki, agenda 

partai politik yang berorientasi terhadap laki-laki, kurangnya demokrasi di internal 

partai politik, komersialisasi politik, sistem kepemiluan, nepotisme dan elitisme di 

dalam partai politik, kekerasan politis, dan korupsi dalam politik). 

c. Hambatan struktural (dikotomi diskursif ranah publik-privat, patriarki publik dan privat, 

perilaku sosial yang patriarkis terhadap laki-laki dan perempuan, dan fundamentalisme 

keagamaan). 

Senada hal tersebut,  United Nations (2007:13) menyatakan:  

―The type of electoral system in place in a country, the role and discipline of political parties, 

women‘s social and economic status, socio-cultural traditions and beliefs about women‘s 

place in the family and society, and women‘s double burden of work and family 

responsibilities can all have an impact on the number-and effectiveness-of women‘s 

participation in the electoral process.‖ 

Mengadopsi faktor-faktor pengaruh keterlibatan perempuan dalam politik di atas, 

persoalan kesetaraan dan keadilan gender dalam birokrasi secara garis besar juga potensial 

dipengaruhi oleh faktor kebijakan, sosiokultural, psikologis, dan struktural. Faktor kebijakan 

mempengaruhi kuat lemahnya landasan hukum keikutsertaan perempuan dalam birokrasi. 

Faktor sosiokultural terutama masih kuatnya budaya patriarki dan stigma/stereotipe negatif 

lain. Faktor psikologis menyangkut seberapa besar tingkat kepercayaan perempuan terhadap 

dirinya sendiri. Dan faktor struktural, terutama berkenaan dengan kapasitas dan kompetensi 

pihak penentu kebijakan (Baperjakat atau panitia rekrutmen pegawai) yang berperspektif adil 

gender.  

Sebagai penutup, tampaknya penting untuk direnungkan kembali bahwa kuantitas 

perempuan yang aktif di lembaga birokrasi tidak memberikan makna dalam mendorong 

pemenuhan kepentingan perempuan bila para aparat birokrasi tersebut tidak responsif gender 

untuk memperjuangkan kebijakan yang berperspektif gender (Lidya, 2011:154). Dalam hal 

ini, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang responsif 

gender merupakan tujuan strategis daripada sekedar memenuhi kuantitas perempuan dalam 

birokrasi. 
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